
~Menglngat : 1. LJndang·Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-<laerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsl Jawa Barat 
(Berlta Negara Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang·undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republil< Indonesia Nornor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdminiStraSi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
1>.A................. 1 "l.11 T...,_,....1,,,,~.... I .............__..,. .,.........__ n---•-.....u. 1'-'"'-----t- 

BUPATI BEKASI, 

a. bahwa di desa dan kelurahan dapat dibentuk Lembaga 
Kemasyarakatan sebagaimana yang diamanatkan dalam PasaJ 2 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor s Tahun 2007 tentang 
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 

b. bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Bel<asi telah 
tumbuh dan berkembang atas prakarsa clan lnlslatif masyarakat dan 
telah berperan dalam upaya mew\Jjudkan kerukunan tetangga dan 
warga masyarakat maka dalam rangka penyelenggaraa11J1Ya di 
pandang perlu dibuatkan Pedoman Pembenb.Jkan Rukun Tetangga 
dan Rukun Warga ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada 
huruf a dan huruf b di atas per1u menetapf<an Peraturan Bupali 
tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga 
di Kabupaten Bekasi. 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

lcNTANG 
PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (Rn DAN 

RUKUN WARGA (RW) DI KA.BUPATEN BEKASI 

PERATURAN BUPATI BEKASI 
NOMOR 16 TAHUN 2010 

NOMOR 

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI 



I 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupa1i inl yang dunal<sud dengan : 
l. Pemeriotah Daerah adalah Pemenntahan Kabupaten Bekasi. z. Daerah aclalah Kabupaten Bekasi 
3. Bupati adatah Bupati Bekasl. 
4. Kecamatan adalah W~ayah Kerja camat sebagal Perangkat Daerah Kabupaten 

Bekasl 
5. camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi yang memimpin Kecamatan 
,:, I 11c-:::lh ::::i,,i::.l<:lh \,,cu·,~l,:a 1,,a,,,......,..,.,.,.. .,.~,,.;; ~~t- rl~h II' ...... _....._ o.....t.-.-. ..,._, __ 

PERATURAN BUPAn TENTAHG PEOOMAN PEMBEHTUKAN 
RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW} DI 
KABUPATEN BEICASI 

Menetapkan 

MEMUTlJSKAN - 

5. ~ Pemer11tah Nono n Talul 2005 ten1a119 Desa 
(lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4587) ; 

6. Peraturan Pemenntah Nomor 73 Tallun 2005 tentang Kelurahan 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 

7. Peraturan Pemerintah NOrnor 79 Nomor 2005 tentang Pedolnan 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pememtahan 
Daerah { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtm 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republil< Indonesia Nomor 
4593); 

8. Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentmg Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten I KOG1 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Reciubik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor S Tahun 2007 Tentang 
Pedoman Penataan lembaga Kemasyarai<atan 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bel<:asr Nomor 2 Tahun 2008 tentaog 
Pemerintahan Desa (Lembarao Daerah Kabupaten Belcasl Tahtm 
2008 Nomor 2}; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belcasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Status Desa Menjad Ke!urahan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bel<asi Tamm 2008 Nomor 3); 

13. Peraturan Daerah Kaoupaten 8ekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Urusan Pernerinlahan Kabupaten 8elcasi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasl Tahun 2008 Nomor 6); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten 8ekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organ,sasi Peangkat Daerah Kabupaten Bekasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bet<aSi Tahun 2008 Nomor 7); 



7. ICeltrahan adalatl wlayah IQ!rJa uah sebagao perangllat daerah Kabupaten 8eka5I 
dalam wtayah Q!rJi) kecafnatan. 

8. Oesa atau yang disebut dengan nama latn, selan)Utnya clsebtst desa, adalah 
kesaruan rnasyarakat hulcum yang mem,liki batas-tiatas wilayah yang berwenan9 
untuk mengawr dan menguus kel)enbngao masyarakat setempat, berdasar1can 
asal-t.1sul dan adat lslladat setempat yang diakul dan dihormaU datam Sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama la,n adalah Kepala Oesa clan 
Perangkat Desa sebagai unsur penyelel:lggara pemerintahan desa. 

io. Peraturan Lurah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Lurah. 
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundaog·undangan yang dibuat oleh Badan 

Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa. 
J,2. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah 1embaga 

yang dlbentul< oleh rnasyarakat sesuai dengan lcebtJtlJhan dan merupakan mitra 
Pemerintah Desa dan lurah dalam membetdayakan masyarakat 

13. Rul<un Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutln lainnya adalah bagian 
darl ketja lurah dan desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui 
m1J5Y<1warah pengurus RT d wilayah kerjaoya yang ditetapl<an oleh Pemerintah 
Desa atau Lurah. 

14. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau seoetan lainnya adalah 
lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka 
pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang dite!apl<an oleh Pemerintah 
Desa atau l.urah. 

15. Pembentukan RT/RW adalah penggabungan beberapa RT/RW, atau bagian RT/RW 
yang bersandingan, atau pemekaran dari satu RT/RW menjadi dua RT/RW atau 
lebih, atau pembentukan RT/RW di klar RT/R!N yang telah ada 

16. Penduduk setempat adalah setjap orang, ba,1< warga negara Republik Indonesia 
maupun 04'i!ng asing yang secara de facto dan de jure bertempat tinggat di dalam 
wilayah RT dan RW yang bersangl<utan. 

17. Kepata Ketuarga adalah penanggungjawab anggota kefuarga yang terdaftar dalam 
kartu keluarga. 

18. Penduduk dewasa adalah penduduk yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun 
atau yang telah atau pemah kawin. 

19. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan 
kesadaran dan iniSiatif seodiri meogadakan lkhtlar ke arah pemenuhan kebutuhan 
jangka penclek maup,.m jangl<a panjang yang dirasakan dalam kelompolc 
masyarakat ltu. 

20. Parti.sipasl adalah keikutsertaan dan ketenibatan masyarakat secara akllf dalam 
proses perencanaan pembangunan 

21, Pembangunan adalah upaya untuk melalcukan proses pent,ahan sosial ke arah 
yang leb<h balk bagl kepentingan masyaral<at di segala bidang balk di desa maupun 
kelurahan. 

22. Pemberdayaan masyarakat adalah pengikutsertaan dalam perencanaan, 
pelal<sanaan dan pemillkan. 

23. Kartu Keluarga adalah l<artu yang beriSi data identitas kepala l;eluarga dan 
anggotanya yang telah dicatat oleh SKPO yang berwenang. 

24. Kartu Tanda Penduduk, seianJutnya dts,ngl<at KTP, adalah identitas teSmi 
Pench.idul< sooagai b<ikti din yang diteroitl<an oleh 1nstans, Pelaksana yang berlaku 
di seluruh wolayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

25. Pemblnaan adalah pemberiao pedoman, staodar ,:,elaksanaan, perencanaan, 
penelltlan, pengembangan, bimbingan, pendidil<an dan pelatihan, konsultaSi, 
super,ISi, ITl0<1itoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan 
penyejenggaran pemerintahan desa dan Kelurahan. 



BAB IV 
TUGAS DA.N FUNGSI 

Pasaf 5 

(1) RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Oesa dan Keturahan dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan. 

(2) RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam aYot (1) 
mempun)loi fungsi: 
a. pendataan kependudukan <Ian pelayanan administrasi peme, intahan lamn)lo; 
b. pemeliharaan keamanan, ketertiban clan kerukunan hld!Jp antar warga; 
c. mengembangl<an inisiatif dalam pelal(sanaan pembaogunan diwilayah masing 

maslng dengan mengernbangl<an aspirasl dan swadaya mi.mi masyarakat; dan 
d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasj masyarakat di wifayahnya. 

BABU 
MKASUD DAN TUJUAN 

PasaJ 3 

( 1) Lembaga KemasyaraJ<atan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah Rulwn 
T etangga (RT} dan Rol<un Warga (RW) 

(2) Pembentukan Lembaga kemasyaraJcatan sebagalmana dimaksud pacta Pasal 2 
ditetapkan dalam Peral\Jran Desa clan Keputusan Lurah 

Pasal" 

Maksud dan tujuan pembentukan RT clan RW sebagaimana dimaksud pada Pasaf 3 
adalah sebagal beril<ut : 

a. Membe<ikan pelayanan kepada penduduk setempat sesuai dengao ketentuan yang 
beriaku; 

b. Mengerjakan swadaya clan k~ masvarakat; 
c. Berpartislpasi clalam peningl(atan pemberdayaan masyaraJcat; 
d. BerpartislpaSi dan menampung clan meoyaluri<an asp;ras; masyaralc:at; 
e. Berpartislpasj dalam menlngkatkan kondlsi ketentraman, ketertiban clan kerukunan 

warga masyarakat; 
f. Membantu menciptakan hubungan yang hannonis antar aoggota masyarakat clan 

antara masyarakat deogan pemerintah; 
g. Menjaga kualitas llngkungan; 
h. Berpartlslpasj dalam perencanaan dan l)elaksanaan kegiatan pembangunan fisik, 

ekonomi dan soslal yang biayanya bersumber dari swadaya masyarakat clan 
atau Pemerintah daerah serta memprtangungjawabl<annya sesuai dengan 
keteotuan yang berlaku; 

i. Memberikan saran dan pertlmbangan kepada Kelurahan dan Peme, intah Desa yang 
bersangkutan melalul mel<anisme sesual dengan ketentuan yang berlaku. 

BABU 
PEMBamJKAH 

Pasat 2 

Dalam raogka membanru lcelancaran penydenggaraao tugas l,lememtahan 
desa/1\elurahan, dapat dibentuk Lembaga lCemasyaralcata atas pralcarsa masya1'81<at 
nan/atau ar:as usulao masyarakat yang difasiliias, pemerintah desa/kelurahan melalu< roosyawarah muram 



- ( l) Anggota RT mempunyai hak : 
a. memperoleh pelayanan administrasl dar! RT setempat; 
b. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT; 
c. memlllh pengurus RT yang diwakili oleh setiap kepala keluarga 
d. Dalam hal kepaJa keluarga bemalangan, maka dapat mewakilkan kepada 

anggota keluarganya yang telah memenuhl per;yaratan dan dibuktikan dengan 
KarttJ Keluarga; 

e. dipilih sebagal pengurus RT; 
f. turut serta dalam lr.egiatan yang dilal(sanakan oleh RT. 

(2) Anggota RT memjllJJlyai kewajiban : 
a. melaksanakan keputusa,, musyawarah RT clan RW; 
o, menunjang terselenggarany tugas dan kewajiban RT dan RW; 
c. berperan aktif dalam kegiatan yang dilal<sanakan oleh RT dan RW. 

(3) Ketentuan ayat (1) dan (2) PasaJ ini dapat ditambilh dan adwrangi berdasar1<an 
hasil keputusan musyawarah RT. 

Bagian Keempat 
Hak clan Kewajiban 

Pasal 9 

Anggota RT adalah penduduk setempat yang teroanar dalam Buku Data Jnduk 
Penduduk RT bersangkutan. 

Bagian Ketiga 
Keanggotaan 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
Penggabungan clan Penghapusan 

Pasal 7 
(1) Rukun Tetangga yang karena peri<embangan tidak lagi memenuhl syarat 

sebagalmana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), dapat dihapus atau digabung 
dengan RT lain; 

(2) Penggabungan dan Penghapusan RT ditetapkan mdalui keputusan Kepala 
Oesa/LUrah; 

(4) Dalam hal RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadl RT ter5endiri, 
ketentuan jumlah kepala keluarga tersebut sebagaimana dlmaksud ayat (2) dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan setempat 

Bagi penduduk yang bertempat tinggal di rumah susoo, perumahan, apartemen 
atau yang seje,,is dapat dibentuk RT tersendiri atau digabungkan dengan RT yang 
berdekatan. 

{l) Pembentukan RT secara admlnlstrasi ditetaplcan oleh Lurah/Kepala Desa atas usu! 
masyarakat dan dengan mempethatikan kondisi hngkungamya. 

{2) Setiap RT sekuraf1\rkurangnya terdiri 40 kepala ketuarga. 
(3) 

BABY 
RUKUN TETANGGA 

Bagian Pertama 
Mebnisme Pembentukan 

Pasal 6 



(1) Pengurus RT bertlenti karena : 
a. meninggat dunla; 
b, permintaan sendiri secara tertulls; 
c, pindah tempat tinggal kefuar wilayah RT yang bersangkutan; 
d. telah dilantiknya Pengurus RT yang baru. 

(2) Pengurus RT diberhentikan sebelum selesal masa baktinya karena: 
a. Bemalangan Tetap; 
b. Terbukti melakukan bOOak p,dana berdlasarl<an putusao pengadilan yang telah 

mempunyal kekuatan hukum tet,p; 
c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma awt-lstladat 

masyarakat setempat; 
d. Tldak lagi memenuhi persyaratan sebaga,mana dimaksod da!am Pasal 11. 

Pasal 14 

(1) Masa bakti pengurus RT adalah 3 (tiga) tahun temitung sejak dltetapkamva 
keputusan Kepala Oesa / Lurah. 

(2} Ketua RT dapat dip,lih kembali untuk 1 (satu) kafi masa jabatan berl<utnya; 
(3) Pembentukan panitia pemilihan ketua RT pe, iOde berikutnya sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 11, dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhlr 
masa baktl kepengurusan RT dimaksod. 

Pasal 15 

Pasal u 
11) Untuk menjadi pengurus RT halus memenuhi persyaratan sebaga, berikut: 

a. Warga setempat yang <ibuldil<an dengan Kartu Tanda Penduduk; 
b. MemllikJ kemauan, kemampuan dan kepeduf,an dalam ranglca pelayanan 

peme<int:ahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 
c. sersedla di calonkan menjadi pengurus RT yang obuldilcan dengan surat 

pemyataan bersedia dicalookan; 
d. Syarat-syarat lain yang dlrentukan oleh hasil keputusan musyawarah RT. 

'2) Pengurus RT tidak boletl merangkap jabatan sebagal pengurus RW .. 

Pasal 12 
{l) Pemilihan ketua RT diselenggarakan oleh panitia pemiljhan ketua RT; 
(2) Pan,tia Pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk melalui 

musyawarah warga; 
(3) Panitla pemilihan menetapkan tat, cara pemilihan ketua RT; 
( 4) Ketua RT terptr,h ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Oesa. 

Pasal 13 

Pengurus RT bertanggungjawab kepada warga rnasyarakat RT yang ~n. 

lla!Jarl Keima 
Pen9urus 
PasaJ 10 

( I} Pengurus RT tertirl dan l<etua, ~ bendahara clan seksi-selcsl sesuai dengan 
ketJutuhan orgar,iSaSI be, dasail<an hasil keputusan musyawarah RT; 

(2) Ket\Ja RT ler]lilih mempunyai hak untuk menyusun kepeflg\JrUSaO RT sebagalmana 
dimaksod pada ayat (1) di atas. 



Bagian Kedua 
Penggabungan clan Penghapusan 

Pasal 19 
{I) Rukun Warga yang karena perl<embangan bdak lagi memenuhi syarat 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2), dapat dihapus atau digabung 
dengan RW lain; 

(2) Penggabungan dan Penghapusan RW ditetapkan melalui keputusan Kepala 
Desa/lurah. 

(1) Pembentukan RW ditetapkan oleh Kepala desa/ll.l'ah dengan mempertimbangkan 
usulan masyarakat, RT clan RW serta dengan mempert,atil<an kondisi 
lingkungannya; 

(2} Setiap RW sekurang-kurangoya terdirl clari 3 RT; 

BAB VI 
RUKUNWARGA 
Bagian Pertama 

Mekanisme Pembentukan 
Pasal 18 

Baglan Ketujuh 
Sum~ dana clan pengelolaan keuangan 

Pasal 17 

(l) Sumber dana RT clapat diperoleh clari swaclaya masyarakat, bantuan Pemerintah 
Kabupaten, sumbangan yang tidak mengikat clan usahiHJsaha lain yang sah. 

(2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) Pasal 
ini diadministrasikan secara tertib clan dllapori(an secara tertulis serta disampalkan 
dalam musyawarah RT. 

Bagian Keenam 
Musyawarah RT 

Pasal 16 
(1) Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan clan permufakatm b!rtinggj 

RT; 
2) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini beriungso untuk : 

a. memilih Kell.la RT; 
b. menentukan dan merumuskan program ker)a; 
c. menerima dan mensahkan pertanggung jawaban pengurus 

(3) Musyawarah RT terdiri clan peogurus RT clan penduduk dewasa anggota RT. 
{4) Tata cara musyawarah ditentukan dalam musyawarah RT. 

()) 1{.eO.s RT yang berlii!i 11 sebell n sek ~ masa tatw,ya li\¥M•• dl!t1 salah seorang 
pengurus RT ben!asali:an ha$il ke!U•ISill rnusy.,warah yang menclapat 
~ 2/3 {wa pe,nga) Kepala keluarga yang hadir dalam musyawarah 
tet sebut saJTll)al dengan se1esa; masa baldioya; 

(4j Pembementiiln dan perga,1ban pengurus RT sebi,gaimana dimaksud dalam 
ayat (2) dan ayat (3) litetaplran secara admnslraSi dengan keputusan 
l.lJlal\l)(epala Desa atas usulan kebJa RW dengan melamplri<an hasil Keputusan 
musyawarah RT. 



BAB VII 
PEMBINMN DAN PENGAWASAN 

Pasal 29 
Pemerlntah Kabupaten Bekasi melalui SKPD/Unit Kerja l'erkait melakukan pembinaan 
dan pengawasan daiam rangka peningl(atan kinerja RT clan RW sesuai kewntuan yang 
berlaku 

Bagian Keenam 
~mber dana dan pengelolaan keuangan 

Pasal 28 
(1) Sumber dana RW dapat diperoleh dari swadaya masyaralcat. bantuan Pemerlntah 

Daerah, sumbangan yang tidak menqikat dan usaha-usaha lain yang sah. 
(2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagalmana dimaksud pada ayat (1) Pasal 

ini diadministrasikan secara tertib clan dilaporkan secara tert!Jf,s seta disampaikan 
dalam musyawarah RW. 

llagian Kelima 
Musyawarah RW 

Pasal lJ 

(1) Musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertlnggi 
RW; 

(2) musyawarah RW l'erdirl darl per,gurus RT dan RW; 
(3) Tata cara musyawarah ditentukan dalam musyawarah RW. 

(1) Pengurus RW bemetlti karena : 
a. meniriggal dunia; 
b. permintaan sendiri secara tertulis; 
c. pindah tempat tinggal keluar wilayah RW yang bersanglrutan; 
d. telah dilantiknya PengunJS RW yang baru. 

CZ) Pengurus RW dibementikan sebelum selesai masa bakllnya !Carena: 
a. Bemalangan Tetap; 
b. Terbukti melakukan tindak pidana berdasari<an putusan pengadllan ya119 telah 

mempunyai kekuatan hukum te!ap; 
c. Meiakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat-iStladat 

masyarakat set-empat; 
d. TKlak lagl memenuhl persyaratan sebagaimana cftmaksud pada Pasal 22. 

(3) Ketua RW yang berhertti sebelum selesai masa bektinya diganti oleh salah seorang 
pengurus RW berdasarkan hasil keputusan musyawarah yang mendapat 
persetuJuan 2/3 (dua pertiga) Kepaia keluarga yang hadir dalam musyawarah 
tersebut sampai dengan selesai masa baktinya; 

(4) Pemberhentian dan pergantian pengurus RW sehaf;Jc,imana dimakSud ayat (2) dan 
ayat (3) ditetapl<an dengan keputusan Lurah/Kepala Desa atas usulan ketua RW 
dengan melampirkan hasil Keputusan musyawarah RW. 

(3) ~ panlJa pernlhan l'.ellJa RW penode betilwmya sebagaimana 
dmaksud pa& Pasal 23, dllakt.*3n selanlblll.-lai11oot11ya 14 hari sebelllm befald1ir 
masa bakb kepengmJsan RW <imaksud. 

Pasal 26 



Pasal 25 
1) Masa bakti pengun,s RW adalah 3 (liga) tahun tethltung se}ak dltetaplcannya 

keputusan Kepala Desa / l.urah- 
2} Ketua RW dapat dipillh kembafi untuk I (satu) kafi masa jabatan berikutnya; 

Pasal 24 
Pengurus RW bertanggungiawab kepada musyawarah RW. 

Pasal 22 
'l) Untuk menjadl pengu,us RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut 

a. Warga setempat yang dlbuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; 
b. Memiliki kemauan, kemampuan dan kepedufoan dalam rangka pelayanan 

pemerintahan, pembangunan dan kemaS)'aralcatan; 
c. Bersedla di calonkan menjadi pengurus RW yang diooktilcan dengan suat 

pemyataan ~ia dicalonkan; 
d. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh hasil keputusan musyawarah RW. 

(2) Pengurus RW lidak bolel1 merangkap jabatan sebilgai RT. 

Pasal 23 
(1) Pemilihan ketua RW diseienggarakan oleh panitib pemilihan ketua RW dalam 

musyawarah RW; 
(2} Panitla pem,lihan menetapbn tata tertib pernilihan ketua RW; 
(3) Ketua RW terpilih ditetapl(an keputusan Kepala Desa/lurah 

(1) Warga RW memp.,nyai hale 
a memperoleh pelayanan adl~"',,,.•~nStJ-as.- dan RW ~ 
b. mengajUkarl usul dan pendapat dalam musyawarah RW; 
c. mem,1ih ke!ua RW yang (Wfalcili oleh pengurus RT clan pe,wal<ilao warga setlap 

RT 
d. dlpilih sebaga1 pengurus RW; 
e. turut serta dalam keglatan yang dilaksanakan oleh RW. 

2' Warga RW mempunyai kewaji>an: 
a. meiaksanakan keputusan musyawarah RW; 
b. menunjang terseteoggaranya tugas <Ian kewajiban RW; 
c. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RW. 

J• l<etentuan avat (1) dan (2) pasal inl dapat ditambah dan dikurangi be«lasaoon 
hasil keputusan musyawarah RW. 

Bagian Keempat 
Pengurus 

Pasal 21 
.r) Pengurus RW tefdiri dari ketua, se<retaris, bendahara <Ian selcsl-seksl sesual 

clengan kebutuhan Ol'ganisasi bertlasarlcan hasil keputusan musyawarah pengurus 
RW; 

(2) Ketua RW te,p;lih mempunyai hak untuk menyusu, l<epengurusan RW 
sebagaimana dirnaksud dalam ayat (I). 

Bagran Kebga 
Hale clan Kewajiban 

Pasal 20 



NOMOR BERITA DAERAH KABUPATI:N BEl<ASI TAHUN 

Dlundangkan di Cikarang Pusat 
Pada tanggal 

,i SEl(RETARIS DAERAM KABUPATEN BE1<ASI,i.( 

H, SA'DUOOIN 

ttd 

Oitetapl(an di Okarang Pusat 
pada tanggal 5 Mei 2010 

BUPATI BEKASI, 

AgaT set,ap orang mengetahui, memerintahkan pengul(langan Peraturan Bupati inl 
:1e11gan i:,enempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Belcasl. 

~ yang belum cliatur dalam peraturan ini akan ditetapl(an kemudian; 

Pasal32 
°'Orab.Iran Bupati lni mulai berlaku pada tanggal dlundangkan. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 31 

BABVID 
KETENTIJAN PERAUHAN 

Pasal 30 
l) RT dan RW yang ada pada saat ber1akunya peraturan irli adalah tetap sebagai RT 

dan RW; 
(2) Pe>gurus RT dan RW seoaga;mana dimaksud ayat ( 1) tetap melaksanakan 

J<;egiatilnnya sampai dengan masa baktinya berakhir. 



Pasal 4 
Cukup jelas 

Pasal 5 
Ayat (1) 

Yang dimaksud membantu urusan pemerintahan antara lain ikut 
serta membantu pengaturan kehiclupan rnasyarakat sesoar deogan 
kewenangannya seperti ilwt serta dalam pembuatan peraturan desa, 
pembentukan lembaga kemasyarakatan, membenkan informasi yang 
berl<aitan dengan mekantsme dan pennasalahan pelayanan 
masyarakat, ikut membantu pemecahan masatah atau peogambilan 
keputusan dalam pelayanan masyarakat, membina kerukunan hidup 
warga dan lall'l-lain. 

1. Umum 

lletdasarl<an Pasal 2 Perawnin Me:iten D&l.,m Negeti Hornor S Tahun 2007 trntang 
Pedoman Penataan Lembaga Kernasyarakatan, di desa dan kelurahan dapat 
dibentuk Lembaga Kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat dan/atau atas usulan 
rriasyarakat yang difasmtasi pemerintah desa/kelurahan melalui musyawarah 
mufakat 
lembaga Kemasyarakatan yang dapat dibentuk didesa dan k.elurahan, antara lain 
adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga, maka dalam rangka pelaksaaannya 
diperlukan suatu pedoman seoogai lanclasan hlllcum yang meogatur pembentulcan 
Rukun T etangga dan Rukun Warga yang ada di Oesa/Keturahan dalam suatu 
Peraturan Bupati. 

II. Pasal demi Pasal 
f'asal 1 

Cukup jelas 
Pasal 2 

Yang dimaksud dengan "dapat d'lbentuk" adalah dldasarkan atas 
pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersetlut sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak turnpang 
tinclih dengan lembaga yang sudah ada 

Pasat 3 
Ayat (1) 

CukupJelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 

PERAT\JRAN BUPATI BEKASI 
NOMOR 16 TA.HUN 2010 

TENTANG 
PEOOMAN PEMBEHTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN 

RUKUN WARGA (RW) DI KABUPATEN BEKASl 

PENlfl.ASAH 
ATAS 



Pasal 11 
Ayat (1) 

Pasal 10 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan Peligurus Rukun Tetangga adalah mitra ke,Ja 
Ketua RT clan sesuai dengan kebutuhan. Pengurus RT ditunjuk oleh 
Ketua terpilih melalul musyawarah/mufal<at dengan anggota RT yang 
dfwakili oleh Kepala Kefuarga atau tokoh-tolcoh masyarakat setempat 

Ayat (2) 
Cukup Jelas 

Pasal 8 
Yang dimaksud •Buku Data lnduk Penduduk RT bersangkutao" adalah buku 
yang berlsikan data-data masyarakat/penduduk di wilayah kEr)a RT yang 
diperoleh berdasarkan penclataan secara menyeturuh oleh Kerua RT 
setempat 

Pasal 9 

Ayat (1) • 
Cukup Jelas 

Ayat (2) 
Cukup Jelas 

Pasal7 
Ayat (1) 

penggabungan clan penghapusan RT dilakukan melallll musyawarah 
Kepala Keluarga atau yang mewakii clan dihadin oieh ~ RT , 
Ketua RW dan Kepala Desa/lurah setempat. 
Hasll musyawarah dituangkan clalam Serita Acara musyawarah yang 
dilampiri daftar hadlr peserta musyawarah selanjutnya disampaikan 
kepada Kepala Desai Lurah untul< ditetapkan melalui keputusan 
Kepala Oesa/Lurah 

Ayat(2) 
Cukup Jelas 

J>asaj 6 
Ayat (l) 

Yang dimaksud dengan •mempematik.an kondisi lingl(ungannya• 
adalah memperhatil<an Jumlah Kepala Keluarga clan Jangkauao 
peayanan di wilayah RT setemPat 

Ayat{2) 
Cukup Jelas 

Ayat (3) 
Cukup Jelas 

Ayat {4) 
Cukup Jela, 

Ayat (2) 
Cw•11> .lelas 



~ me11in9gal dunia dibuktil<an dengao surat 
ke<er.w,gan ~ dari/atau pejabat yang befwenang 

Hurufb 
l'\Ja,-i ~ diri dibuat secara lertl.llis dt atas 
I.etas y;s,g ner"leteral ses:ua, dengao ketentuan peraturan 
per 1MGll'ytn1a-.,.1 

Cukup jelas - Ayat (3) 

Cukuo ,elas 

Pasal 15 
Ayat (1) 

huruf a 

Masa balm ~ RT selama 3 (tiga) tahun dipandang cukup 
ideal dan denga,, masa bakti tersebut diharapkan pengurus dapat 
melaksanakan rugas secara optimal. 

Ayat (2) 

Pasat 14 
Ayat (l) 

Pasal 13 

CukupJelas 

Pan ilia Pemffihan Ketua RT terdlrl dari: 
a. Ketua yang dlpilih dari anggota masyaralcat setempat; 
b. Sektttaris yang d',pilih dari anggota rnasyaral<at setempat atau 

dapat djpilih darl perangkat Desa/kelurahan; 
c. Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua bila 

dipandang perlu. 
Ayat (2) 

Panitia Pemllihan Ketua RT dibentuk melalui 111USYi1Warall Wi!f!)il 
yang difaSilrtasl oleh Kepala Oesa/1.urah. 
Tugas Panitia Pemilihan Ketua RT adalah: 
a. Me<lerima nama-nama calon Ketua RT yang diusulkan dan 

peserta musyawarah pemilihan; 
b. Melaksanakan pemilihan Ketua; 
c. Mengumumkan haSil pemi]ihan Ketua RT; 
d, Membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Pemllihan. 

Ayat(3) 
Cukup Jelas 

Ayat (4) 
Cukup .Jelas 

Pasal 12 
Ayat (1) 

Ayat (2) 
Dallam hal seorang pengt6US RW dit:lilitl menja(j pengun;is RT, maka 
yar,g besanglM3r1 harus mengundurbn din sebaga, pengurus RW. 



Cukup jelas 
Ayat(3) 

Cukupjelas 

Musyawarab RT dinyatlbn sah dan dapat menetapkan suatu 
keputusan apabla dihaciri oleh lebih clari separuh jumlah pengurus 
RT clan Kepala Kaiarga atau yang mewakill di Nngkup RT setempat. 

Ayat (2) 

Pasal 16 
Ayat (1) 

Yang dimaksud Hasil Keputusan musyawarah RT adalah hasil 
keputusan yang ditUangkan Bertt3 Acara Hasil MusYawarah 
Pergantian AAtar Waklu Pengt.rus RT yang ditandatangani oleh 
Pimplnan Musyawarah serta dilampin dengan: 
a. Daflar hadir peseta; 
b. Susunan Pengurus RT Pergantian Antar Waktu 

- 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 

Huruf d 
Cukup .Jelas 

hurufa 
•Berhalangan tetap• adalah menderita saldt yang 
mengaklbatt<an bat1c flSlk maupun mental lklak berfungsi secara 
normal yang dlbuklikan dengan surat keterangan dokte< yang 
be<wenang, tidak diketahul keberadaannya, clan/atau tidak 
hadlr clalam rapat tanpa keterangan apa pun selama 3 (tiga) 
bulan berturut-turut 

Huruf b 
Cukup Jelas 

Huruf c 
Pengurus RT diberhentikan yaog disebablcan karena Melala.ikan 
perbuatan yang bertentangan dengan nonna adat-iStiadat 
masyarakat setempat ditetapkan melalui musyawarah Pengurus 
RT dengan melibatkan Kepala Desa/Lurah, Ketua RW clan 
Kepala Ke!uarga setempat atau yang mewaki6 untuk: 
a. Mengevaluasi, meneotukan bersalah a tau lidaknya, 

memberhent!kan clan mengganti pengurus RT yang 
dianggap me!anggar tersebut; 

b. Apabila has!I musyawarah sebagaimana dimaksud pac1a 
huruf a menyepakati bahwa pengurus RT terbukti 
melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan 
perundang-unclangan atau norma-norma kehidupan 
masyarakat, maka dapat dibementil<an dengan Keputusan 
Kepala Oesa/Lurah clan selanjutnya dapat dilakukan 
pergantian Pengurus RT 

Ayat (2) 



Pasal 22 
Ayat (1) 

Yang dm1aks11d M.gw, Pengi.nJs Rulwn Wa,ga adalah mitra kerja 
Ketua RW cian <eSllill daga11 ~- PengtJrus RW ditunjuk 
oleh 1<eb.la 115 pit, ftSlh musyawarah/mufakat de,,gan seluruti 
pengurus RT. 

Ayat (2) 

Cukup.lE2 

Pasal 21 
Ayat (l) 

Cukup]elas 

Culwp.Jelas 
Ayat (2) 

Cukup]elas 
Ayat (3) 

Pasal 20 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

peoggabungan dan penghapusan RW dilakukan melalui musyawarah 
Penguros RT , pengurus RW dan Kepafa Oesa/Lurah setempat. 
Hasil musyawarah dituangl<an dalam Bent, Acara musyawarah yang 
dilampiri daftar hadir peserta musyawarah selan.rutnya disampaikan 
kepada Kepafa Desai lurah untuk ditetap<an melalui keputusan 
Keoala Oesa/Lurah 

Ayat (2) 

Pasal 19 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Yang dimaksud dengarl "memperhatlkan kondisi fingkungannya• 
adalah memperhatilcan jumlah Kepala Keluatga, iumlah RT dan 
jangkauan pelayanan di w,fayah RW setempat 

Ayat (2) 

Pasal 18 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Yarig dimaksud dengarl bantuan dart Pemerintall Daetah <Kfalah 
bantuan yang dibelikan sesuai dengan kemampuan daerah. 

Ayat (2) 

PasaJ 17 

Ayat (1) 

- 



Pasal 26 
A)llllt (:} 

tuua 
P!eitiyara.in rnerwiggal dunia d•buktl'l<an dengan surat 
k!Saangan dokter dan/atau pejabat yang berwenang 

tuub 
l>e"f-d&I mengunclurl<an don dibuat secara tertu~s di atas 
ielib 'l'i"!I bemeteal sesoai dengan ketentuan peraturan 
~ 

IU\#c 
~.l!ia:s 

- 
Cllktip Jelas 

Ayat (3) • 

Masa bakti pengurus RW selama 3 (tiga) tahun dipandang cukup 
Ideal dan dengan masa bakti tersetJut diharaplcan pengurus dapat 
melaksanakan tugas secara optimal. 

Pasal 24 
Cukup Jelas 

Pasal 25 
Ayat (1) 

CUkup .Jelas 

I 

Panitia Pemifihan Ketua RW dibentuk melaluf musyawarah warga 
yang difasHitasi oleh Kepala Desa/lJ,Jrah. 
Tugas Panitla Pemmhan Ketua RW adalah: 
a. ME!'lerima nama-nama calon Ketua RW yang cbusulkan datl 

peserta musyawarah pemilihan; 
b. Melaksanakan pemiihan Ketua; 
c. Mengumumkan hasff pemilihan Ketua RW; 
d. Membuat Serita Acara Hasil Musyawatah Pemllihan. 

Ayat (3) 

Ayat (2) 

Panitia Pemilihan Ketua RW terdiri dari: I 
a. Ketua yang dipilih dari anggota masyaralcat serempar; 
b. Sekretaris yang d'opilih dart anggota masyarakat setempat atau 

dapat dlpilih dari perangkat Oeso/kelurahan; 
c. Beberapa orang anggota yang dtentukan oleh Ketua bila 

dipandang penu. 

Pasal 23 
Ayat (1) 

Ayat:(2) 
Dalam hal seorang pengurus RT dipiih menjadi peogurus RW, maka 
yang bersangkutan harus mengundun(an don sebagaf pengurus RT. 



NOMOR 

17~ 
?,~ H. DADANG MUlYADv 

TAMBAHAN BERlT~ °"'8Wi lttalPATEN 8fXASI TAHUN 

A SEKRETAJUS DAEAAH KABUPATEN BEKASI,,.jl 

Oiundangkan di Ol<arang Pusat 
Pada tanggat 

H. SA'DUDDIN • 

Ditetapkan di Okarang Pusat 
pada tanggal S Mei 2010 

BUPATI BEKASI, 

ltd 

Cukup Jelas 
Pasal32 

Cukup Jelas 

Pasal 31 

Ayat (l) 
Ketentuan ini dimaksodl<an untulc memberll<an IOleransi temadap 
keberadaan RT dan RW yang telah tei beutuk sebelum berlala.ooya 
Peraturan Bupab lni, sehingga diharapkan pn:,gram clan keglatan 
yang telah d,tetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana 
setidak-tidaknya sampai alchir masa baktl kepengu:usan masang 
masing. Namun demikian kelentuan tersiebut tnak dimaksudkan 
untuk menunda pejaksanaan Peraturan &lpati ini tanpa adanya 
alasan yang wajar. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas 

Pasal 30 

CukupJelas 
Pasal 29 

9'asal 28 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan bantuan dari Pernerintah Daerah adalah 
bantuan yang diberff<an sesual dengan kemampoan daerah. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas 


